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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar belakang   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah disempurnakan 

melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, merupakan suatu peluang emas bagi 

daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera dan pembangunan yang merata. Pembangunan tersebut tidak mungkin 

berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana 

yang matang dan memadai.  

 

Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pembangunan daerah yang 

handal adalah setiap daerah tentunya membutuhkan keuangan yang kuat, baik 

besaran maupun strukturnya. Dengan adanya keuangan ini tentu saja diharapkan 

setiap daerah dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu pemerataan pembanguanan 

disegala bidang yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain supaya pembangunan bisa terlaksana 

secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu penyusunan keuangan atau 

anggaran yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai 

agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik  



2 

 

2 

 

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus 

dan pelaksana kebijakan anggaran berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung 

jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan yang menggunakan 

anggaran negara. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan 

menyediakan informasi keuangan yang komprehensif dan dilengkapi dengan 

bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Daerah kewajiban Pemerintah 

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada 

peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam rangka meminimalisir tingkat 

penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan anggaran dan membrantas 

praktek-praktek Korupsi. 

Faktor yang diharapkan dapat meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah 

adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang disebut dengan 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(SIKD) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan dengan 

menyediakan informasi keuangan yang akuntabel kepada masyarakat luas, 

termasuk informasi keuangan daerah guna mendorong terwujudnya pemerintahan 

yang bersih, transparan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dituangkan 

kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah berbasis pada jaringan 

komputer dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

atau ICT (Information and Communication Technology), yang mampu 

menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. 

Pengembangan SIPKD bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran yang 

akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan 

informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta 

mempermudah mendapatkan informasi. 

Lebih lanjut SIPKD merupakan sistem informasi yang didalamnya memuat proses 

penyusunan APBD sampai ketahapan realisasinya lengkap dengan laporan 

keuangan beserta pencatatan kode rekeningnya. Proses penyusunan tersebut 

dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di daerah beserta program dan 

kegiatannya, program dan kegiatan tersebut nantinya akan dijadikan data awal 

dalam penyusunan pra rencana kerja dan anggaran bagi setiap SKPD. Data pra 

rencana kerja ini nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

hingga rancangan tersebut disusun menjadi data APBD. 

Pada prinsipnya SIPKD lahir karena muncul masalah dalam pengelolaan 

keuangan, menurut Jones et al. (1985) dalam Steccolini (2002) dalam Mulyana 

(2006), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan transparasi dan 

akuntabilitas disebabkan karena  laporan tahunan yang tidak memuat semua 

informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna dan juga karena laporan 

tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna 

potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak 
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lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparasi dan 

akuntabilitas keuangan daerah. 

 

Permasalahannya sekarang adalah berdasarkan observasi penulis di sejumlah 

SKPD di Pemda Provinsi Lampung implementasi SIPKD dalam pelaksanaannya 

tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan akibat terdapat beberapa kendala 

dalam prosesnya. Salah satunya yaitu masih terkendalanya sumberdaya terutama 

sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang berupa dana dalam 

menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya sering terjadi kesalahan dalam 

meng-input atau mengentri data untuk tiap SKPD, masih ditemukan juga 

kesalahan pengisian kode rekening yang tidak lengkap atau tidak sempurna, ini 

tentu saja akan menghambat dalam menyediakan data yang lengkap dan akurat 

tentang anggaran yang dikelola oleh tiap SKPD di Provinsi Lampung  dalam 

rangka pelaporan pertanggungjawaban. Selain itu berdasarkan wawancara penulis 

dengan sejumlah bendahara SKPD di Pemda Provinsi Lampung SKPD jarang 

mengikutsertakan Bendahara pada pelatihan-pelatihan atau diklat yang berkaitan 

dengan SIPKD, pada saat penyusunan RKA maupun Renja atasan jarang 

melibatkan Bidang-Bidang yang pada akhirnya berdampak pada penyusunan 

RKA mapun Renja yang kurang efektif atau kurang sesuai dengan prioritas 

kebutuhan Bidang. 

 
Kurang efektifnya implementasi aplikasi SIPKD tersebut berdampak pada kurang 

baiknya Akuntabilitas Keuangan, berdasarkan observasi penulis dan berdasarkan 

data LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat tahun 2012, secara 

keseluruhan SKPD yang dijadikan sampel pada penelitian didapat temuan 
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diantaranya adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang diajukan SKPD kurang 

terealisasi dan tepat sasaran baik dari segi kualitas maupun kuantitas, SKPD 

diindikasikan kurang disiplin dan tertib dalam membuat SPJ sebagai bukti rill 

dalam penggunaan anggaran. Selain itu berdasarkan data LHP (Laporan Hasil 

Pemeriksaan) BPK (2012) melaporkan adanya beberapa kelemahan seperti, belum 

terintegrasinya sistem aplikasi dan TI keuangan negara dalam penyusunan LKPP, 

penerimaan SKPD yang memiliki PAD kurang transparan dan masih ditemukan 

pendapatan yang tidak disetor langsung ke kas negara, masih adanya rekening 

yang belum ditertibkan serta perbedaan saldo Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan 

saldo fisik uang. 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rendahnya 

Akuntabilitas Keuangan pada Pemda Provinsi Lampung diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Analisis Pengaruh 

Implementasi Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada 

Pemda Provinsi Lampung”. 

 

I.2. Permasalahan 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang diambil 

adalah apakah terdapat pengaruh dalam implementasi aplikasi SIPKD (Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap peningkatan akuntabilitas 

keuangan daerah pada Pemda Provinsi Lampung. 
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I.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi 

aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap 

peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemda Provinsi Lampung. 

I.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Daerah/Pusat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa 

menjadi pandangan dan pengetahuan serta bahan pertimbangan pemerintah 

dalam mengambil keputusan terutama di dalam keputusan menerapkan 

suatu sistem informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan yaitu 

sistem informasi pengelolaan daerah (SIPKD) agar di dalam 

implementasinya berjalan dengan baik, efektif dan efisien, serta bisa 

menghasilkan suatu sistem informasi yang berkualitas dan mempunyai 

kompetensi tinggi. 

2.  Bagi Akademik 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. 

 

 

 

 


